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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan pengadilan secara normatif terdapat dalam penjelasan pasal 60
UU Nomor 7 Tahun 1989, yaitu “yang dimaksud penetapan pengadilan adalah
keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah
keputusan Pengadilan atas perkara gugutan berdasarkan adanya suatu sengketa.”
Martha Eri Safira menjelaskan dalam bukunya bahwa putusan hakim merupakan
suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang
untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.? Pendapat serupa
yang dikemukakan oleh Hendri Jayadi bahwa keputusan hakim yang sah harus
diungkapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Keputusan hakim
yang diucapkan harus sesuai dengan yang terdokumentasikan dalam bentuk

tertulis, yang memiliki status akta otentik.®
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 60A yang berbunyi (1)
Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung jawab atas
penetapan dan putusan yang dibuatnya. (2) Penetapan dan putusan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang
didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Dapat
disimpulkan bahwa putusan merupakan keputusan akhir yang bersifat mengikat

dan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara para pihak.

! Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun
1989 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400).

% Martha Eri Safira, Hukum Acara Perdata, (Ponogoro: CV. Nata Karya, 2017), hlm. 132.

® Hendri Jayadi, Buku Ajar Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2023),
hlm. 165.

* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5078).



